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ABSTRAK

Pencurian listrik merupakan penggunaan tenaga listrik yang bukan hak secara tidak 
sah. Pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang ancaman hukumannya yaitu pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah). Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan Skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data 
sekunder sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau 
data lapangan. Hasil penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah, pertama 
penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang dilakukan 
masih sebatas penertiban yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) dengan 
denda yang dikenakan masih sebatas sanksi administrasi. Kedua, penegakan hukum 
pidana terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang terdapat faktor 
penghambat yaitu dari faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor aparat 
penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor 
kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian Listrik
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagalistrikan merupakan satu diantara beberapa contoh pembangunan 

diselenggarakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Perekonomian nasional dengan konsep kesejahteraan sosial diselenggarakan 

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Listrik merupakan kebutuhan yang vital karena listrik merupakan faktor 

penunjang bagi perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

penggunaan listrik baik oleh perusahaan-perusahaan besar, menengah, maupun kecil, 

termasuk rumah tangga yang setiap harinya memanfaatkan tenaga listrik sebagai 

penunjang utama kegiatannya. Karena listrik merupakan benda yang berharga atau 

bernilai ekonomis, maka hal ini memicu meningkatnya pencurian aliran listrik.

Di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2004, pada razia petir yang 

dilakukan pihak PLN, ditemukan adanya pencurian listrik di kantor Dewan 

Perwakilan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) yang terletak di Jalan Demang 

Lebar Daun, Palembang. Saat itu, karyawan PLN yang melakukan razia menemukan

yang

i

Lihat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
1
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alat meteran yang ada di kantor DPW PBB tersebut segelnya sudah terbuka dan 

rusak.2

Penegakan hukum terhadap pencurian listrik di wilayah Palembang yang 

penulis dapat sejauh ini hanya sebatas penertiban-penertiban yang dilakukan pihak 

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), seperti pada tahun 2010 Tim Operasi 

Penertiban Aliran Listrik (OPAL) Rayon Rivai berhasil memutuskan 30-40 

sambungan listrik milik warga di Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur (IT)

II.3

Selain itu, praktek pencurian listrik banyak terjadi di pasar-pasar tradisional di 

Palembang. Pihak PT. Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Selatan Jambi 

dan Bengkulu (PLN WS2JB) sudah beberapa kali menemukan adanya pedagang 

nakal yang nekat mencuri listrik. Pencurian listrik ini dilakukan oleh pedagang yang 

tidak memiliki meteran sendiri dan langsung mengambil listrik dari jalur yang ada 

dengan menggunakan jasa seseorang yang tidak bertanggungjawab.4

Adapun banyaknya pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik di Wilayah

Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut.

2 Koran Tempo, “Caleg DPR Disidang Kasus Pencurian Listrik", 27 Mei 2004, dalam 
http://koran.tempo.co/konten72004/05/27/14263/Caleg-DPR-Disidang-Kasus-Pencurian-Tistrilc. 
diakses pada 27 Mei 2014 pukul 22.44 WIB.

3 Sriwijaya Post, “Pencurian Listrik Masih Dominan”, 28 Mei 2010, dalam
http://palembang.tribunnews.com/28/05/201Q/pencurian-listrik-masih-dominan. diakses pada 18 April 
2014 pukul 08.32 WIB.

4 Sriwijaya Post, “Pencurian Listrik, Penyebab Utama Kebakaran Pasar Tradisional”, 25
April 2014, dalam http://paIembang.tribunnews.com/2014/Q4/25/pencurian-listrik-penvebab-utama- 
kebakaran-pasar-tradisional. diakses pada 27 Mei 2014 pukul 22.40 WIB.

http://koran.tempo.co/konten72004/05/27/14263/Caleg-DPR-Disidang-Kasus-Pencurian-Tistrilc
http://palembang.tribunnews.com/28/05/201Q/pencurian-listrik-masih-dominan
http://paIembang.tribunnews.com/2014/Q4/25/pencurian-listrik-penvebab-utama-kebakaran-pasar-tradisional
http://paIembang.tribunnews.com/2014/Q4/25/pencurian-listrik-penvebab-utama-kebakaran-pasar-tradisional


3

Jumlah Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik di Wilayah Palembang

Januari 2013 - Desember 2013

Tabel 1.

Jumlah Pelanggaran
Bulan/TahunNo.; P IVp IIIp IIPI

17527924Januari 20131.

361022Februari 2013 42.

34 140 48 73. Maret 2013

April 2013 19 78 454. 11

5. Mei 2013 28 18 10 15

6. Juni 2013 3 13 6 5

Juli 20137. 28 83 52 47

8. Agustus 2013 6 44 30 26

9. September 2013 7 44 29 7

10. Oktober 2013 4 19 8 1

11. November 2013 13 61 58 9

12. Desember 2013 2 51 41 51

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi 
Palembang dan Bengkulu (WS2JB) Area
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Jumlah Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik di Wilayah Palembang

Januari 2014 - Juli 2014

Tabel 2.

Jumlah Pelanggaran
Bulan/TahunNo.

P IVP IIIP IIPI

1938566Januari 20141.

3937415Februari 20142.

18841646Maret 20143.

13559638April 20144.

48343610Mei 20145.

837037Juni 2014 116.

20 30Juli 2014 14 357.

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Area 
Palembang

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 diatas, banyaknya pelanggaran terhadap

pemakaian tenaga listrik digolongkan berdasarkan jenis pelanggaran. Adapun jenis 

pelanggaran pemakaian tenaga listrik terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu sebagai 

berikut :5

a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi 

batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;

5 Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Daya Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 
Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.



5

b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi 

pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;,

c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi 

batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; dan

d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh 

bukan konsumen.

Pada awalnya, dasar hukum untuk menjerat pelaku pencurian listrik yaitu 

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengaturan dalam KUHP.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai lex generalis

menyebutkan bahwa, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau

sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Maka, Pasal 362 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) ini mempunyai unsur-unsur antara lain yaitu :

a. mengambil;

b. sesuatu barang;

c. seluruh atau sebagian milik orang lain;

d. secara melawan hukum.

Dalam kasus pencurian listrik, unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP harus 

terpenuhi agar dapat menjerat pelakunya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah 

unsur ‘barang’ dalam KUHP. Pada saat itu, pemahaman mengenai barang hanya
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terbatas pada ‘barang berwujud’ saja.6 Aliran listrik adalah benda tak berwujud 

sehingga pelaku yang melakukan pencurian listrik akan sulit untuk dihukum apabila 

unsur ini tidak terbukti. Namun, pada tahun 1921 Hoge Raad (Mahkamah Agung 

Belanda ) menetapkan putusan terhadap kasus pencurian aliran listrik yang teijadi di 

Belanda yang dikenal dengan istilah “electriciteits arrest” Saat itu Hoge Raad 

memberlakukan Pasal 310 Netherland Wetboek van Strafrecht (N. W v.S) dalam kasus 

pencurian aliran listrik ini. Pasal tersebut menyebutkan ‘barang’ (goed) dalam 

kaidahnya. Dalam Arrest Hoge Raad (Putusan Mahkamah Agung Belanda) 

tanggal 23 Mei 1921, makna dan pemahaman terhadap istilah ‘barang’ bertambah 

bukan hanya berupa ‘barang berwujud’ tetapi juga ‘barang tidak berwujud’ yang 

masih termasuk di dalam makna ‘barang’ sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 310 

N.W.v.S.1

rumusan

Arrest Hoge Raad (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921

ini merupakan satu diantara yurisprudensi-yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi 

Hukum Pidana Indonesia khususnya Pasal 362 KUHP. Maka, berdasarkan Arrest

Hoge Raad (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tanggal 23 Mei 1921 ini, arus listrik

digolongkan sebagai ‘barang’ yang menjadi unsur dalam Pasal 362 KUHP.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, dikutip dalam Hwian Christianto, “Batasan dan 
Pengembangan Penafsiran Ekstensif \ dimuat pada Majalah Pamator, Vol.32, Nomor 2, Oktober 2010, 
hlm.105 dalam http://lppm_.trunoioyo.ac.id/upload/penelitian/penerbitan iumal/01 Pamator%20Vol 
%203%20No%202%2QOktober%202010.pdf .diakses pada 11 Mei 2014 pukul 19.54 WIB.

Hwian Christianto, “Batasan dan Pengembangan Penafsiran Ekstensif \ dimuat pada 
Majalah Pamator, Vol. 32, Nomor 2, Oktober 2010, hlm. 105 http://lppm.trunoiovo.ac.id/nnlnarI/ 
penelitian/penerbitan jumal/01 Pamator%20Vol%2Q3%90Nn%9n?o/^nnw^h<a^/„onon j n nHf 
diakses pada 11 Mei 2014 pukul 19.54 WIB. ~ “ '

http://lppm_
http://lppm.trunoio
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Selanjutnya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang 

Ketenagalistrikan sebagai pengaturan tentang ketenagalistrikan di luar KUHP 

menjadikan Pasal 362 KUHP dapat dikesampingkan. Seperti asas yang dianut oleh 

undang-undang yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan 

undang-undang yang bersifat umum (lex speciale derogat lex generale).

Dibentuknya undang-undang ketenagalistrikan ini karena tidak berlakunya 

lagi Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan 

dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan 

Listrik di Hindia Belanda (Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190) yang kemudian 

terakhir diubah dengan Ordonansi tanggal 8 Februari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 

Nomor 63).9

. Hal ini

8

'
:

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, 

pencurian listrik diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa, “Barangsiapa 

menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian 

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”10 Ketentuan 

Pasal 19 ini hanya merumuskan perbuatan saja yaitu mencuri listrik tetapi

dan ketentuan pidana dari pencurian aliran listrik yang dimaksud oleh pasal 

tersebut masih dikembalikan pada KUHP.

unsur-

unsur

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : 
Rajawali Pers, 2010, hlm.12.

9 Lihat Konsideran huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3317). ’

10 Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 
CLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Umbaran Negara Nomor
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Perkembangan mengenai aturan tentang ketenagalistrikan yaitu dibentuknya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 

tentang Ketenagalistrikan telah merumuskan pencurian listrik serta sanksi pidana 

yang dijatuhkan yaitu yang diatur pada Pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud 

untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”11

Undang-Undang Ketenagalistrikan yang berlaku saat ini adalah Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2002. Pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) yang 

merumuskan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan 

haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
19rupiah).”

Kekhususan dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik 

selain menggunakan aturan khusus (pengaturan di luar KUHP) sebagai dasar

" Lihat Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4226).

12 Lihat Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
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hukumnya, juga terdapat kekhususan dalam hal penyidikan. Penyidikan terhadap 

pencurian listrik dilakukan selain pejabat penyidik umum yaitu Kepolisian, juga 

dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang dalam 

hal ini yaitu PPNS dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Aturan mengenai 

PPNS tersebut terdapat dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2002, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Secara khusus, Penyidik 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04P/40/M.PE/1991 

Tentang Penyidik Ketenagalistrikan.

Pencurian listrik yang banyak terjadi tentu sangat merugikan negara. Meski 

beberapa dari pencurian listrik telah melalui proses peradilan, namun penegakan 

hukum terhadap kasus pencurian listrik belum maksimal. Beberapa kasus pencurian 

listrik mungkin saja hanya pencurian biasa seperti yang dilakukan oleh perorangan, 

namun pencurian dalam skala besar seperti yang sering dilakukan oleh 

industri/perusahaan harus ditindak secara tegas untuk mencegah terjadinya kerugian 

negara dengan nominal besar. Namun, yang paling penting dalam penegakan hukum 

terhadap pencurian listrik adalah sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum 

mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai panglima 

tertinggi di dalam kehidupan bernegara. Maka, berdasarkan uraian-uraian diatas, 

penulis akan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan Skripsi ini
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dengan judul : «PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS 

PENCURIAN LISTRIK DI WILAYAH PALEMBANG.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik di wilayah 

Palembang?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pencurian listrik di wilayah Palembang?

:

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Skripsi ini yaitu sebagai

berikut:

Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah1.

Palembang.

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan 

hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
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Hasil penelitian yang ada di dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam mempelajari hukum terutama Hukum Acara Pidana 

mengenai penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik, kemudian dapat 

menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah pencurian listrik yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam Skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

mempelajari ilmu hukum terutama ilmu Hukum Acara Pidana, kemudian dapat 

menjadi sumber bacaan atau pedoman bagi orang-orang yang mempunyai kaitan 

dalam upaya penegakan hukum kasus pencurian listrik.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Penelitian pada penulisan Skripsi ini mempunyai ruang lingkup pada 

penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang yaitu pada 

proses penyidikan dan peradilan serta mengetahui data-data terkait pencurian listrik 

di wilayah Palembang dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

F. Kerangka Teori

Soeijono Soekanto mengemukakan bahwa, “inti dan arti dari penegakan 

hukum terletak pada bagian kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

yang

yang mantap dan mengejawantah dan sikap
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tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup .

Penyerasian pasangan nilai-nilai tersebut memerlukan penjabaran yang lebih 

konkret dalam bentuk kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan dan kebolehan. 

Kaidah-kaidah tersebut menjadi patokan atau pedoman perilaku atau sikap tindak 

yang dianggap pantas atau yang seharusnya.14

Mengenai proses penegakan hukum, Barda Nawawi Arief mengemukakan 

bahwa, “penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup 

panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum 

lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, 

aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).”15 

Proses penegakan hukum dilakukan dengan sistem yang saling berkaitan satu sama 

lain. Sistem tersebut yaitu sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan 

bahwa unsur-unsur dalam suatu sistem kemasyarakatan yaitu mencakup struktur, 

substansi dan kebudayaan.16

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup 

tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, 

hak dan kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum 

beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi

13 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 5.
14 Ibid., hlm. 6.
15 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 4.
16 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 59.
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pelaksanan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang 

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa 

yang dianggap buruk.17

Dalam suatu sistem hukum maka unsur-unsur yang termasuk di dalamnya 

yaitu apa yang disebut dengan struktur hukum (legal structure), substansi hukum 

(legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Soeijono Soekanto 

mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut :18

1. Faktor hukumnya sendiri.

2. Faktor penegak hukumnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana selalu identik dengan sistem peradilan pidana 

(criminal justice system). Ali Said mengemukakan bahwa, “sistem peradilan pidana 

adalah tidak lain dari keijasama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-

17 /bid, hlm. 59-60.
18 IbicL, hlm. 8.
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sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistemmasing unsur

»19peradilan pidana.

Barda Nawawi Arief mengemukakan sistem peradilan pidana (SPP) yang

pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau

di bidang hukum pidana”, 

20diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu :

a. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);

b. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);

c. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan

kehakimankekuasaansistem

pengadilan); dan

d. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat 

pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan 

hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah “sistem peradilan 

pidana terpadu” {integrated criminal justice system). Dengan demikian, “kekuasaan 

kehakiman (di bidang hukum pidana)” dilaksanakan oleh 4 (empat) badan/lembaga 

seperti dikemukakan diatas.21

19 M. Rasyid Ariman dkk, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Palembang: Unsri,

p. , ” Bfda N^a'vi Arief> Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.39-40.

21 Ibid.,

2007,hlm. 21.
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Penegakan hukum pidana artinya mengenai hukum pidana secara luas. Ruang 

lingkup hukum pidana yang luas yaitu hukum pidana substantif (materiil) dan hukum 

pidana (formil).22 Artinya hukum pidana secara luas tidak hanya hukum pidana 

materiil saja atau peraturan perundang-undangan saja tapi juga hukum pidana formal 

(hukum acara pidana).

Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil, 

sehingga disebut dengan hukum pidana formal.23 Hukum pidana formal mengatur 

tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk 

memidana dan menjatuhkan pidana.24 Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang garis besarnya terdiri dari :25

a. Ketentuan Umum.

b. Ketentuan Tentang Penyidikan.

c. Ketentuan Tentang Penuntutan.

d. Ketentuan Tentang Bidang Pengadilan.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai 

berikut :26

1. Mencari dan menemukan kebenaran.

iacara

2. Pemberian keputusan oleh hakim.

22 Ibid.,
23 Ibid,
24 D. Simons, Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strajvordring, hlm.l, dikutip dalam 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.4.
Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bandune : Penerbit 

Mandar Maju, 2001, hlm.3.
26 Andi Hamzah, Op.Cithlm. 8.

I
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3. Pelaksanaan keputusan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaPelaksanaan penerapan 

(KUHAP) harus bersumber pada titik tolak ihe rule of law. Semua tindakan

27penegakan hukum harus :

1. Berdasarkan ketentuan dan undang-undang.

2. Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya 

sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah 

“supremasi hukum” yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang- 

undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum memerlukan suatu metode penelitian untuk

mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti karena objek dan macam-macam 

penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian.

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian 

hukum empiris yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang 

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.29 

2. Jenis dan Sumber Data

27 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan 
Penuntutan), Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 36.

** Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, hlm.21.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 133.



17

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah :30

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan kemudian diolah oleh 

peneliti.

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan melalui

wawancara dengan narasumber atau informan yang berhubungan langsung

dalam hal penegakan hukum terhadap kasus pencurian listrik di Wilayah

Palembang.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :31 

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu :32

30 Zainuddin Ali, Op.Cit., hlm.106.
31 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010, hlm.103.
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pertambangan dan Energi Nomor

04P/40/M.PE/1991 Tentang Penyidik Ketenagalistrikan 

5. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 

Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, 

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan 

ilmiah yang terkait dengan obyek penelitian ini. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah buku-buku yang 

berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal

4. Peraturan Menteri

ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus

pemcurian listrik, makalah dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.34 Bahan hukum tersier 

yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah kamus, majalah, 

internet, surat kabar dan sebagainya.

32 Zainuddin Ali, Op.Cit.,
33 Ibid,
34 Ibid,
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3. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan cara 

Purposive Sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penelitian subyektif dari 

penelitian.35 Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu informan atau 

narasumber yang mempunyai pengetahuan dalam penegakan hukum terhadap kasus

pencurian listrik di wilayah Palembang, yaitu :

1. Satu orang Asisten Manager Transaksi Energi (Asman TE) di Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

(WS2JB) Area Palembang;

2. Dua orang Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Palembang;

3. Satu orang Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Palembang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan Skripsi ini dilakukan di Perusahaan Listrik

Negara Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Area Palembang,

Kepolisian Resort Kota Palembang (Polresta Palembang), dan Pengadilan Negeri

Kias IA Palembang.

5. Teknik Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

35 Burhan Ashshofa, Op.Cit., hlm.91.
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1) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), yaitu pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang

36bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang dibahas.

2) Pendekatan Konseptual (Statute Approach), yaitu pendekatan yang 

berdasarkan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu
07

hukum.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Metode penelitian Lapangan

Data lapangan sebagai data utama diperoleh secara langsung di lapangan 

melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang ditentukan secara 

Purposive Sampling, dalam hal ini data lapangan yang diperoleh dengan 

melakukan wawancara dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam penegakan 

hukum terhadap kasus pencurian listrik di wilayah Palembang.

2) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dalam 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, 

majalah, surat kabar, internet, makalah dan sebagainya.

hal ini

PublishingSolSS/6^' ^ Mel0d0l°gi PeneMan Hukum Normatif, Malang : Bayumedia 

”lbid, ’
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7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan Skripsi ini adalah menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif dengan analisis data yang dipergunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan 

terhadap data primer dan data sekunder dengan cara menguraikan data-data yang 

telah diperoleh dari lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai 

obyek yang diteliti.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir yang disusun sesuai dengan tujuan 

penelitian. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan Skripsi 

ini adalah induktif yaitu dengan mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip 

umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat, dengan memulainya dari 

kenyataan (phenomena) menuju ke teori (thesis).39

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009 
Burhan Ashshofa, Op.Cit., hlm.74. , hlm. 93.
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